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Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala
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bagi penulis sendiri maupun bagi yang membutuhkannya.

Palembang, Juli 2019

Zinda Zhafirah
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ABSTRAK

Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh
pengembang berbanding tebarlik dengan penegakan hukum terhadap oknum-oknum
pengembang nakal tersebut, dimana aparat penegak hukum sangat jarang menjerat para
pelaku dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perumahan dan kawasan
permukiman dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan
sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011.

Untuk menganalisis penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman”, Metode penelitian ini
termasuk dalam penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: (a) Pertanggungjawaban Pidana
dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perumahan dan Kawasan
Pemukima yaitu Sanksi pidana dalam peraturan menteri ini diberikan untuk sanksi
pidana mengenai tindak pidana perumahan dan kawasan pemukiman denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
membangun kembali perumahan sesuai dengan Kkriteria, spesifikasi, persyaratan,
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Kemudian untuk hunian
berimbang rumah susun berupa dipidana pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak RP. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar). Dan (b) Hambatan-Hambatan Di
Dalam Penerapan Sanksi Pidana yang Diatur Di Dalam Undang-Undang yaitu (bl)
Faktor Hukum; (b2) Faktor Penegak Hukum; (b3) Faktor Sarana atau Fasilitas; (b4)
Faktor Masyarakat; (b5) Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan: (a)Komponen
penegak hukum pidana untuk meningkatkan efektivitas dengan bekerja secara integrasi
berdasarkan subtansi, struktural dan kultural. Dan (b) Aparat penegak hukum harus
memahami peraturan perundang-undangan dalam bidang perumahan dan kawasan
pemukiman.

Kata Kunci : (Tindak Pidana, Bidang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman)
Pembimbing Utama, Pembimbing I,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001 NIP. 195412141981031002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr.Febrian,S.H.,M.,S
NIP.196201311989031001
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UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKUILILTAS TIULIKUIM
Jalan Srijayz Negzr2 Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711} 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www /b uns= o0 id Pos-e! fakuitas _hukum’y unsri.ec.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUXKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 1152 /UNS.1.2.1/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Surat permchonan Ketuz Bagian Hukum Pidana tanggal November 2018 gerihai persewjuan

tAemperhatikan
penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi alas nama Zinda Zhafirah Ni
02011381520308;

Menimbarg : a. bahwadalzmra cznulisan s<ricsi manasiswa perlu mendapatkan timbingan dan cengaranan

oleh desan er:a' xempetensinya,;
b. sehubungz periu citetapkan keputusan sedagai landasan nukumnyz.

Mengingat 1 Undang-mc:r" ’\:"'c' 2 tanun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LMR! Tanun 2012 No. 158).

2 © 4 Tehun 2014, ientang Penyslenggaraan Pergurvan Tinggi dan

in LNRIi Tahun 2014 Ne. 15);
3 Teknolegi, Dan Pendicixan Tinggi Republik Indonesiz Nomer 2 Ta:‘:m 2015
12 Kerja Universitas Srivijzya (Berita Negarz Rl Tzhun 2015 No. 6C8j;

4 ..mras 9 1. Nomor . 045/U/20C2, tentang Kurikulum Inti Pendidixan ngcn

5. Keputusan Q=k or Universitas Srivijaya Nomor : 7C0/UNO/XP/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Teniang
Pemberhantian ¢an Pengangkatan Dakan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun
2048-20290;

6. Kepuluszn Reklor Universitas Sriwijaya Nemor @ 182/UNS/CT.Kep/2G12 tanggal 8 Agustus 2012,
tentang Perubaran Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi llmu Hukum Fakultas
Hukum Tahun 2008;

7. Kept 1 Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwiizva Nomor @ 603/UNG.1.2/D7/2012 tangga! 27
Agustus 2012, ter Peraturan Akadamik Tahun 2072 Fakullas Hukum Unwvarsitas Srvijaye:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama © Menunjuk Dosen Fakuitas Hukum Universitas Sriwijzye sebagai pemoimbing skripsi bagi mahasiswa
¢i bawah ini ¢alam memparsiapkan rencana can pelaksanaan segaia bentux kegiaian yang berkaitar
dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan,

| NAMAINIM NAMA DOSEN
Zinda Zhafirah | 1. Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. | NIP 185509021581091001
02011381520309 2. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. NIP 185412141981031002
Judul | Tinjauan Yuridis Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ]
! Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, |

Keaua : Segsliz bizya yang timoul sebagai ekibat diterbit<annya Keputusan Dekan Faxkultas Hukum Unsri im
dibebankan kspada anggaran Fakultas Hukum Universias Srwitaya;

Ketiga ¢ Keputusan ini berlaku sejak tangga! ditetapkan.

7 DITE*TAPKAN Dl : PALEMBANG
"\_L‘iPAEJA TAMGGAL 10 Desember 2018
> . ’
. / q;m, S.H.,M.S8.
Tembusan: NIP. 196201311989031051

1.Ketua Bagian Hukum Pidana ¥ H Ursr
2 Cesen Pemtimbing 1 dan 2

3. Penasihal Akademik [FA)

4.Yang tersangkutan

5 Arsip
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SURAT KETERANGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

: Zinda Zhafirah
*:02011381520309

Nama
NIM
Strata Pendidikan 7 S|
Program Studi : llmu Hukum
Hukum Pidana

Program Kekhususan
Semester - VI (Delapan)
Benar telah melaksanakan Seminar  Proposal dengan judul TINJAUAN YURIDIS

PIDANA DIBIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

TERHADAP TINDAK

PERMUKIMAN yang dilaksanakan pada :
Hari - Jumat, 08 Februari 2019

Waktu - 08.00 wib

Tempat : Ruang Bagian 2

Hasil pentiaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut

mendapatkan nilai 85 (B) dinyatakan:

o DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
\y/ DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

O
Demikian surat keterangan ini dibuat. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2019

Palembang,
Ketua Bagian Hukum Pidana,

ashriana, S.H., M.Hum.
509181991022001



17

~ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ST BN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM
/

Wﬂmpm Indralaya JI. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan llir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : J1.Srijava Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsn.ac.1d | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
..... Z"’&‘Z“u"m"\
Nolnduk Mahasiwa N
...... L T mm—
Program Kekhususan
4 HVV'\J\(\ ﬁdanm

.......................................................................................................

....................................................................................................

@m@@: m?“'bcr‘ ......... A CL“”‘“CQ;QHJM'H ...................................

Pemhiabioy Peapsls. ()R Gysisudlio  Pevveancce S H., MH

=z P
! I . l Payaf Pémbimbing
x_l{a) | Tanggal Konsultasi ‘ PoAkzk Bahasan i 7W- Peabicia Keterangan
LM, —\f [Tl | /N7
,I__I 1 { L~ !/ /(/
| 307 =]t [T PVey N X/
L1 <~ / \ . FH/

A R P R S, | A4

z Pevs G |2

i L//{J“‘ Q/\'A/L I /
! f Rl Y 7 / i
- | el Sqpi /| Y] l
i Y/ - Lo G4 2f J N/ E
f ["/5-‘5 Ok 2. o4 G.&smﬁ/ ]/[Z/ fl
| 4 1 ! L |
— e O AN\ 7 P
Ll SNV IR d i /
Catatan v , !
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mabasirws setizp ksasaltasi serta di oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatzsgs sied Tstaz Bagian

Ketua Bagian,

“ia ,grl S M'\""Q’)

PEEREE B

o318 1341022001




18

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya J1. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : J1.Srijays Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL EONSULTASI PENTLISAN SKRIPSI
Nama Mabasiswa N AT e e————
Nolnduk Mahasiva LN G20 B0 s

Program Rekhususan H"u" el O ?‘ o —
=
Judul Skrips '(n v 7 .‘f.f?.?‘.‘.i....&?{%?s‘);ﬂ\z ...... Tw ”M?\M

pubinbing Uame - - H: Bupens Bekenal | Gt WY

...................................................................................

Pembimbing Pembantu : VY Y\ gkiasjm‘-“ ?zkkmf;se., 9\4; M\'\

...............................................................................

; Paraf Pembimbing
l; Tanggal Konsultasi Pokok Babasza T Penpaatn Keterangan
[ ay
<, . 0 - A
R U B B Y N 50 ARy
q | 7 B2 pee ] [
Bab 3 AC (A1
_Roby A% U
fostomk  Bases /
ey -
fle  Kawere, C [
f —— fﬂ/V)?/
|
i
(atatan

I, Jadwal konsultasi ini dibawa mabasiowa setiap koasultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembanta
2. Setelah selesai bimbingan dtandatangi oleh Ktz Bagian




BAB |

19



20

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu
kebutuhan pokok manusia. Rumah sebagai salah satu
kebutuhan dasar mempunyai fungsi yang sangat penting
bagi kehidupan manusia. Di samping sebagai tempat
tinggal, rumah juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan
fungsi-fungsi lain bagi pemiliknya. Sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan schat”,
yang pada intinya menyatakan bahwa rumah sebagai salah
satu hak dasar rakyat.

Perumahan merupakan kebutuhan
dasar disamping pangan dan sandang. Karena itu, untuk
memenuhi kebutuhan akan perumahan yang meningkat
secara bersamaan dengan pertambahan  penduduk
diperlukan penanganan dengan perencanaan yang seksama
disertai keikutsertaan dana dan daya yang ada dalam
masyarakat.! Setiap manusia dihadapkan pada 3(tiga)

kebutuhan dasar, yaitu pangan (makanan), sandang

le Djemabut Blaang, Perumahan dan Permukiman sebagai
Kebutuhan Pokok, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, him. 4
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(pakaian), dan papan (rumah). Kebutuhan akan rumah
sebagai tempat tinggal atau hunian, baik di perkotaan
maupun perdesaan terus meningkat seiring dengan
bertambahnya jumlah  penduduk. Pada dasarnya,
pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal
atau hunian merupakan tanggung jawab masyarakat itu
sendiri. Namun demikian, pemerintah, pemerintah daerah,
dan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang
pembangunan perumahan didorong untuk dapat membantu
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah
sebagai tempat tinggal.

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia
dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
pembentukan watak dan kepribadian bangsa, perlu dibina
dan dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan
kehidupan dan penghidupan manusia.> Perumahan tidak
hanya semata-mata menjadi sarana pemenuhan kebutuhan
dasar manusia, tetapi lebih dari itu dapat menjadi tempat
dalam pembentukan watak dan kepribadian bagi manusia
dan penghidupan manusia.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kebutuhan

rumah masih sulit untuk diperoleh walaupun menjadi salah

2 A.P Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang
Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun,
Bandung: Mandar Maju, 1997, him. 30
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satu kebutuhan dasar. Tidak semua masyarakat bisa dengan
mudah membangun rumah untuk tempat tinggalnya.
Diperlukan banyak hal sehingga rumah itu dapat dibangun
untuk kemudian ditempati, seperti masalah kesesuaian
kemampuan keuangan, Kketersediaan tanah, struktur
bangunan, keahlian dalam pembangunan, dan perizinan
pendirian bangunan. Pusat kota sudah tidak mampu lagi
menampung desakan jumlah penduduk. Pertambahan
penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa
perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota
sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan
penggunaan lahan di perkotaan. Keterbatasan lahan kosong
di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi
alternatif pemecahan masalah.

Untuk pemenuhan kebutuhan rumah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah selalu
bergiat dan berusaha untuk melaksanakan pembangunan
perumahan rakyat. Masyarakat di perkotaan yang populasi
penduduknya sangat besar dan cenderung terus mengalami
penambahan, menyebabkan kebutuhan terhadap rumah juga
mengalami peningkatan. Kegiatan pembangunan

perumahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pihak
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swasta yang bergerak dibidang pembangunan perumahan,
per-orangan maupun secara mandiri.

Pihak swasta yang bergerak dalam bidang usaha
membangun dan menjual perumahan biasa disebut sebagai
pengembang atau developer. Pelaku usaha perumahan atau
yang biasa disebut developer adalah suatu badan usaha yang
terdiri dari suatu tim yang memiliki keahlian dalam hal
pembangunan, yang meliputi teknik konstruksi, keuangan,
pemasaran, dan manajemen perumahan. Hal tersebut
membuat pemerintah sulit untuk memenuhi kebutuhan
rumah karena berbagai kendala seperti terbatasnya anggaran
dan lahan yang dapat dikembangkan sebagai perumahan.
Karena keterbatasan pemerintah tersebut memberikan
peluang bagi pelaku usaha perumahan atau pengembang
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 2011
menetapkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman
diselenggarakan dengan berasaskan:

a. Kesejahteraan

b. Keadilan dan pemerataan

c. Kenasionalan

d. Keefisienan dan kemanfaatan

e. Keterjangkauan dan kemudahan
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f. Kemandirian dan kebersamaan

g. Kemitraan

h. Keserasian dan keseimbangan

i. Keterpaduan

J.  Kesehatan

k. Kelestarian dan keberlanjutan

I. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan
keteraturan

Pembangunan perumahan merupakan salah satu hal
penting dalam strategi pengembangan wilayah, yang
menyangkut  aspek-aspek yang luas di  bidang
kependudukan, dan berkaitan erat dengan pembangunan
ekonomi dan kehidupan sosial dalam rangka pemantapan
ketahanan nasional. Dalam hal tersebut maka sebagaimana
yang tertuang didalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan
untuk :

e Memberikan  kepastian  hukum  dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman.

e Mendukung penataan dan pengembangan
wilayah serta penyebaran penduduk yang

proporsional melalui pertumbuhan
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lingkungan hunian  dan  kawasan
permukiman sesuai dengan tata ruang untuk
mewujudkan keseimbangan kepentingan
terutama bagi MBR,;

e Meningkatkan daya guna dan hasil guna
sumber daya alam bagi pembangunan
perumahan dengan tetap memperhatikan
kelestarian fungsi lingkungan, baik di

kawasan  perkotaan maupun  kawasan

pedesaan;
e Memberdayakan para pemangku
kepentingan bidang pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman;
e Menunjang pembangunan di  bidang
ekonomi, sosial, dan budaya; dan
e Menjamin terwujudnya rumah yang layak
huni dan terjangkau dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi, teratur, terencana,
terpadu, dan berkelanjutan.
Pengembang di Indonesia pada umumnya bertindak
selaku pihak yang membebaskan suatu bidang tanah untuk
kemudian mengembangkan atau membangun suatu kawasan

perumahan pada tanah tersebut dan kemudian menjualnya
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kepada konsumen, kadang kala disertai juga dengan
langsung mengelola kawasan perumahan tersebut. Pesatnya
perkembangan pembangunan kawasan perumahan dibangun
oleh pengembang, membuat masyarakat mempunyai banyak
pilihan. Pilihan terhadap rumah menjadi tersedia lebih
banyak dengan kualitas dan harga yang bervariatif yang
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
konsumen itu sendiri. Konsumen diberikan penawaran yang
menarik tentang produk rumah pada suatu kawasan
perumahan yang dikembangkan oleh developer tersebut,
bahkan dengan tawaran adanya potongan harga khusus dan
atau hadiah-hadiah menarik lainnya. Cara penyediaan
rumah oleh pengembang juga beragam. Ada yang telah
tersedia rumahnya terlebih dahulu, calon pembeli bisa
memilih rumah sesuai dengan pilihan yang telah tersedia.
Ada juga yang rumahnya belum dibangun, akan tetapi
diperjanjikan terlebih dahulu antara pengembang dengan
konsumen mengenai lokasi dan tipe atau bentuk rumah yang
diinginkan. Dalam artian bahwa pengembang juga
menyediakan jasa konstruksi kepada konsumen untuk
membangun rumah sesuai dengan yang mereka inginkan.
Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan adanya praktik-

praktik nakal yang dilakukan oleh pengembang perumahan
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yang ingin mendapat keuntungan dengan cara melawan
hukum, diantaranya :

1. Pengurangan spesifikasi mutu bangunan

2. Pengenaan biaya tambahan yang tidak sesuai

dengan perjanjian awal

3. Keterlambatan serah-terima rumah

4. Permasalahan sertifikasi

5. Informasi marketing yang menyesatkan

Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang dapat dilakukan oleh pengembang perumahan,
terdapat dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 163 Undang-
Undang Perumahan dan Kawasan  Permukiman.
Berdasarkan Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
menerangkan bahwa “Setiap orang yang menyelenggarakan
pembangunan  perumahan yang tidak membangun
perumahan sesuai kriteria, spesifikasi, persyaratan,
prasarana, sarana dan utiliitas umum yang diperjanjikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah)”. Perbuatan pengembang perumahan yang
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melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana
denda.

Salah satu contoh kasus nyata yang sampai dijatuhi
hukuman pidana terjadi pada developer Suka Bangun Cindo
Residence. Dalam putusan Nomor 94/PDT/2012/PT.PLG
Pengadilan Tinggi Palembang menghukum developer Cindo
Residence, Ir. Fattah, selama 2 tahun penjara karena
membangun Cindo Residence tidak sesuai brosur yang
ditawarkan. Dalam kasus ini Developer Cindo Residence
dilaporkan ke pihak Kepolisian setempat oleh Firniyanto,
S.H. seorang pembeli rumah di Cindo Residence Blok B5,
Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang
yang merasa dirugikan dengan bangunan tersebut karena
mengalami kebocoran dan banyak kekurangan.

Kasus pengembang yang tidak membangun sesuai
penawaran banyak terjadi, tetapi belum ada yang sampai
vonis pengadilan. "Ini mungkin yang pertama pengembang
dijatuni hukuman pidana, apalagi dengan dasar UU
Konsumen,"” kata Ketua Komisi Sosialisasi Badan
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) David Tobing.’

Jenis pengaduan akan konsumen perumahan, secara

umum ada dua kelompok. Pertama, pengaduan konsumen

®  http://news.detik.com/berita/2485550/developer-dibui-2-
tahun-karena-bangunan-rumah-bocor-kasus-pertama-di-ri, diakses hari
rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 19.00 wib



http://news.detik.com/berita/2485550/developer-dibui-2-tahun-karena-bangunan-rumah-bocor-kasus-pertama-di-ri
http://news.detik.com/berita/2485550/developer-dibui-2-tahun-karena-bangunan-rumah-bocor-kasus-pertama-di-ri
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perumahan sebagai akibat telah terjadi pelanggaran hak-hak
individual konsumen perumahan. Seperti, mutu bangunan di
bawah standar, ukuran luas dan lain-lain. kedua, pengaduan
konsumen perumahan sebagai akibat pelanggaran hak-hak
kolektif konsumen perumahan. Seperti, tidak dibangunnya
fasilitas sosial dan fasilitas umum, sertifikasi, rumah fiktif,
banjir, dan soal kebenaran klaim/informasi dalam iklan,
brosur, dan pameran perumahan.*

Adanya kasus dalam bisnis properti atau perumahan,
pada dasarnya diawali dengan adanya ketidaksesuaian
antara apa yang tercantum dalam brosur atau iklan berupa
informasi produk, dengan apa yang termuat dalam
perjanjian jual beli yang ditandatangani konsumen.> Dengan
minimnya pengetahuan dan pemahaman dari pihak
konsumen yang pada dasarnya hanya ingin memiliki tempat
tinggal sesuai dengan kemampuan keuangan tanpa
memperhatikan sesuai tidaknya spesifikasi yang terdapat
pada brosur dengan bangunan yang ada, dan juga tidak
mempedulikan lagi spesifikasi rumah yang dibangun,
karena banyak oknum developer yang memanfaatkan situasi

terhadap konsumen yang kurang memperhatikan spesifikasi

4 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1999, him. 41
> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:
Grasindo, 2000, him. 69
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rumah sesuai dengan prosedur. Maka dari itu pihak oknum
developer menggunakan cara-cara curang dalam
membangun rumah tersebut mulai dari bahan material yang
digunakan dalam pembangunan rumah tersebut dan
menyebabkan kerugian bagi konsumen yang telah memesan
rumah tersebut, dalam hal ini karena kurangnya wawasan
hukum, konsumen sering dibuat bingung oleh oknum
developer yang melakukan hal curang tersebut, dan
bagaimana upaya yang dapat diambil oleh masyarakat untuk
mencari keadilan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak
developer guna untuk menekan biaya produksi agar dapat
menjual unit tersebut dengan harga murah agar masyarakat
memiliki kemampuan untuk memiliki rumah, jadi
sebenarnya yang dilakukan oleh pihak developer juga turut
membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan.
Dengan maraknya permasalahan perumahan dan
kawasan permukiman yang dilakukan oleh pengembang
berbanding terbalik dengan penegakan hukum terhadap
oknum-oknum pengembang nakal tersebut, dimana aparat
penegak hukum sangat jarang menjerat para pelaku dengan
ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011. Pada kenyataan banyak aparat

penegak hukum yang menjerat para pelaku dengan Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Bertolak dari pokok permasalahan diatas,
akhirnya penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,
maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam
penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana dan
Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana di
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman?

2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam
penerapan sanksi pidana yang diatur dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang
dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana
dan Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana

di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang
terjadi dalam penerapan sanksi pidana yang diatur
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan
dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis
a. Memberi wawasan secara teoritis terhadap

penanganan  pertanggungjawaban  pidana
pengembang perumahan dalam penyediaan
prasarana, sarana, dan utilitas umum
berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
b. Mengetahui dan memberikan gambaran
mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Indonesia.
2. Secara Praktis
a. Sebagai masukan bagi aparat penegak
hukum untuk dijadikan sebagai bahan
pertimbangan guna mengambil tindakan

hukum yaitu, dengan menerapkan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi, refrensi atau
bahan bacaan tambahan.

Bagi pemerintah sebagai sumbangan
pemikiran terhadap pembaharuan hukum
pidana dalam perumusan undang-undang
yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana pengembang
perumahan dalam menyediakan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sehingga
penegakan hukun yang menyangkut tindak
pidana yang dilakukan pengembang
perumahan dapat dilakukan dengan baik.
Bagi akademis sebagai langkah awal dalam
pengembangan dan penelitian lebih lanjut
untuk mengetahui inventarisasi perundang-
undangan khususnya dalam hal ini
mengetahui prinsip pertanggungjawaban
pidana pengembang perumahan dalam

menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas
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umum  berdasarkan Undang-Undang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
E. Ruang Lingkup
Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka ruang
lingkup dalam topik penelitian ini adalah bagian dari kajian
hukum pidana yang ruang lingkupnya membahas Tinjauan
Yuridis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
F. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar
pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka
teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan
arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian
agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan
konsisten.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan
beberapa teori yang
menyangkut dengan masalah yang akan diangkat oleh
penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini
diantaranya :
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana
Istilah kebijakan berasal dari bahasa

Inggris yakni policy atau dalam bahasa Belanda
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Politiek yang secara umum dapat diartikan
sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi
untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas
termasuk pula aparat penegak hukum dalam
mengelola, mengatur, atau menyelesaikan
urusan-urusan publik, masalah - masalah
masyarakat atau bidang-bidang penyusunan
peraruran perundang-undangan dan
pengaplikasikan  hukum/peraturan,  dengan
tujuan (umum) yang mengarah pada upaya
mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran
masyarakat (warga negara).®
2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses
dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman pelaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono
Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan ~ hubungan  nilai-nilai  yang

terjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan

® Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta:
Kencana, Cetakan ke-3, 2010, him. 23-24
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nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir untuk menciptakan, memelihara, dan
memperhatankan kedamaian pergaulan hidup.’
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan
untuk menekan apakah seseorang
tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas
suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau
tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa
akan di pidana atau dibebaskan. Jika ia di
pidana, harus ternyata bahwa tindakan yang
dilakukan itu bersifat melawan hukum dan
terdakwa mampu bertanggungjawab.
Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan
dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau
kealpaan.?

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak
zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak

saja manusia yang dapat pertanggungjawaban

7

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PeneqakanHukum.pdf,
diakses hari Kamis tanggal 11 April 2016 pukul 19.15 wib

& M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, Hukum Pidana
Fundamental: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan
Pemidanaan, Palembang: Unsri Perss, 2013, him. 190



http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf
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tindak pidana bahkan hewan atau benda mati
lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak
pidana. Seseorang tidak saja
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang
dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain
juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada
masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada
pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada
keluarga atau teman-teman pelaku meskipun
mereka tidak melakukan tindak pidana.’
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara — cara ilmiah untuk
mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat
ditemukan, dikembangkan dan  dibuktikan  suatu
pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat
digunakan  untuk  memahami, = memecahkan dan
mengantisipasi masalah.’® Metode penelitian  dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Penelitian

° Marwan Effendy, Teori Hukum dari Prespektif Kebijakan,

Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta: Gaung Persada
Perss Group, 2014, him. 203

1% jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenadademia Group, 2016,
him. 3
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Jenis penelitian disesuaikan dengan objek
ilmu yang sedang diteliti, jenis penelitian yang
digunakan pada penelitian ini adalah yuridis
normatif. Dengan menggunakan data — data
yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Pada jenis penelitian ini, yang
diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder
dan tersier.’*  Penelitian ini juga didukung
dengan peraturan perundang — undangan yang
ada khususnya yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman atau
dalam kata lain berobjekkan pada norma yang
terdapat dalam aturan hukum tertulis maupun
tidak tertulis. Pelaksanaan penelitian hukum
normatif ~ secara  garis besar meliputi
penelitian terhadap asas hukum; penelitian
terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap

sinkronisasi  hukum;  penelitian  terhadap

u Soerjono Soekanto, Penghantar Penelitian, Jakarta: Ul
Press, 2008, him. 2
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perbandingan hukum; dan penelitian terhadap
sejarah hukum.*?
b. Sumber Bahan Hukum
Untuk memperoleh data sekunder dengan
cara mempelajari dan menganalisa bahan
hukum.  Dalam  penelitian  kepustakaan
dikelompokan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

a. Bahan Primer, Bahan hukum primer yaitu
bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat beruoa peraturan perundang-
undangan. Bahan hukum primer seperti
yang dikatakan oleh Cohen & Olson yaitu
semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh
negara, semua itu bisa ditemukan dalam
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum  tetap, undang-undang yang
ditetapkan  parlemen, keputusan dan
peraturan eksekutif, dan putusan hukum
agen-agen administrasi.*®> Dalam penelitian
ini peraturan perundang-undangan yang

digunakan yaitu :

"2 Sekretariat Jenderal DPR RI, Modul Perancangan Undang-
Undang, Jakarta, 2008, him. 5

1B Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum
Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media
Group, Cetakan ke-2, 2017, him 142
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Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang - Undang Hukum
Pidana (KUHP);

Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).

Undang — Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen; dan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang — Undang Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman;
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014

Tentang Majelis  Permusyawaratan
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

b. Bahan Sekunder, Bahan hukum sekunder
adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-
buku teks (text books) yang ditulis para ahli
hukum vyang berpengaruh, jurnal-jurnal
hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus
hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil
simposium mutakhir yang berkaitan dengan
topik penelitian.**

c. Bahan Tersier, Bahan hukum tersier
adalah bahan hukum penunjang yang pada
hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang
memberikan petunjuk terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, berupa bahan
acuan hukum di bidang hukum (abstraksi
peraturan perundang-undangan,

ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan

14 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Op.Cit., him. 173
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di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan
sosiologi).
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan
dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-
undang (statute approach), Pendekatan kasus (case
approach),  pendekatan  historis  (historical
approach), pendekatan komparatif (comparative
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).'® Adapun dalam penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan sebagai berikut.

a. Pendekatan  Perundang-undangan  (statute
approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dilakukan sengan menelaah semua
Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang ditangani.'’ Adapun
diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

> Rachmad Baro, Penelitian Hukum Doktrinal, Makassar:

Indonesia Prime, 2017, him. 117

' peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:
Prenadamedia Group, Cet ke-12, 2016, him. 133

Y Ibid
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b. Pendekatan Historis (Historical Approach)
Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka
pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke
waktu.’® Pendekataan ini berguna untuk menelaah
latar belakang dan dengan demikian penulis juga
dapat memahami perubahan dan perkembangan
perihal yang sedang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian melakukan teknik pengumpulan
data-data yang berasal dari bahan hukum sekunder
dengan cara menelusuri kepustakaan.
1) Teknik Analisis Data
Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan
secara kualitatif, artinya menguraikan data
secara bermutu dalam bentuk kalimat yang
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan
efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan
interpretasi data. Dengan demikian hasil
penelitian ini bersifat evaluative analisis.*®
2) Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini

menggunakan logika deduktif. Logika Deduktif

*® Ibid., hlm. 166
¥ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, him. 172
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merupakan aturan-aturan hukum yang bersifat
umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud
peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat
ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari
pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui
jawaban dari permasalahan-permasalahan yang

ada dalam penelitian ini.?°
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